
melalui ketokohan Sri Sultan

HB IX dan Sri PA VIII, memu-

tuskan bergabung dengan

NKRI. Integrasi ini kian tegas,

ketika pada 18 Agustus 1945,

Sri Sultan HB IX mengirim

surat kawat ke Presiden

Soekarno yang menegaskan

sikap politiknya itu. Sehari ke-

mudian, Soekarno memberi-

kan piagam penetapan kepada

Yogya sebagai Daerah Istime-

wa setingkat provinsi.

Paniradya Pati Paniradya

Kaistimewan DIY, Aris Eko

Nugroho SP MSi dalam sam-

butan yang dibacakan Ariyanti

Luhur Tri Setyarini SH (Kepala

Bagian Pelayanan dan Umum

Paniradya Kaistimewan DIY)

menuturkan, pada 31 Agustus

2012, Pemerintah Republik

Indonesia mengesahkan UU

Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keistimewaan Daerah Isti-

mewa Yogyakarta (UUK DIY),

dan kemudian mengundan-

gkannya pada 3 September

2012.

"Hadirnya UUK DIY sangat

penting arti dan maknanya ba-

gi DIY dan NKRI. Peringatan

akan lahirnya UUK DIY menja-

di momen penting karena di

tahun 2022, UUK DIY genap

berumur 10 tahun (satu da-

sawarsa)," katanya.

Aris berharap, seminar na-

sional ini dapat memberikan

penguatan pondasi dan pene-

gasan terhadap arah menuju

terwujudnya kemuliaan dan ke-

jayaan Keistimewaan DIY.

Sedangkan Paulus Yohanes

Sumino mengatakan, di

Indonesia yang memiliki keisti-

mewaan seperti DIY hanyalah

DIY. Mengapa DIY istimewa?

Menurutnya, yang istimewa itu

adalah kedudukan hukum DIY

di dalam konstruksi hukum

NKRI. Lalu mengapa DIY

diberi kedudukan hukum yang

istimewa, karena DIY hadir pa-

da momentum penting pem-

bentukan NKRI.

Sementara Widihasto Wa-

sana Putra mengatakan, sete-

lah status keistimewaan dibe-

rikan untuk DIY, selanjutnya ke-

pemimpinan di Kasultanan

Yogya dan Kadipaten Paku-

alaman harus bisa nyawiji, ter-

masuk hubungan yang baik

dengan masyarakatnya. Na-

rasi-narasi soal nasionalisme,

kebangsaan, toleransi, kebhin-

nekaan dan kesejahteraan ma-

syarakat menjadi narasi lanju-

tan supaya status keistimewa-

an ini terus berjalan. 

Di sisi lain, Eko Suwanto

menuturkan, faktor pendorong

lahirnya UUK DIY, antara lain

karena didorong oleh gerakan

rakyat. (Dev)-d
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YOGYA (KR) - Universitas

Janabadra (UJB) Yogyakarta

mengadakan Pembekalan

Calon Wisudawan dan Wisu-

dawati UJB Periode Agustus

2022 di Auditorium KPH Poer-

wokoesoemo UJB (Kampus

Pingit), Jalan Tentara Rakyat

Mataram Yogyakarta, Jumat

(19/8). Pembekalan meng-

hadirkan dua narasumber yaitu

Nanang Syaifurozi (Owner

Rumah Warna) dan Arie Liyono

(Founder G45 Ventures) dipan-

du oleh Fikri Budi Aulia selaku

Ketua Janabadra Career

Center (JCC).

Rektor Universitas Jana-

badra Prof Ir Nur Yuwono

DipHE PhD mengatakan, pem-

bekalan ini sangat penting bagi

para wisudawan untuk memoti-

vasi mereka setelah lulus kuli-

ah, baik yang hendak mencari

pekerjaan ataupun membuka

lapangan kerja (berwirausaha).

"Selamat kepada calon wisu-

dawan yang telah menyele-

saikan studi dengan baik, dan

sukses dalam karirnya," kata

Nur Yuwono.

Menurutnya, selama pande-

mi banyak perusahaan yang

gulung tikar, ditambah lagi kare-

na terdisrupsi kemajuan tek-

nologi informasi. Hal ini menye-

babkan lapangan pekerjaan

menjadi berkurang drastis, se-

hingga para pencari kerja musti

bersaing ketat. Dibutuhkan ino-

vasi dan kerja keras dari para

lulusan untuk memenangkan

persaingan tersebut.      (Dev)-d

UJB Adakan Pembekalan bagi Calon Wisudawan

WATES (KR) - Manajemen pengelola

Yogyakarta International Airport (YIA), PT

Angkasa Pura (AP) I bakal menambah

jam operasional dari yang sebelumnya

hanya sampai pukul 18.00 WIB diperpan-

jang hingga pukul 21.00 WIB. Menurut

GM YIA, Agus Pandu Purnama, langkah

tersebut sebagai tindak lanjut rencana

maskapai lokal seperti Lion Air Grup yang

membuka enam rute baru dari YIA ke se-

jumlah daerah seperti Pontianak dan

Banjarmasin. Pihak maskapai tersebut

menghendaki rute pada malam hari.

"Mulai awal September kami membuka

jam operasi lebih panjang, tadinya hanya

sampai jam 18.00 WIB menjadi sampai

pukul 21.00 WIB. Dari Lion Grup sudah

mengajukan enam rute baru untuk do-

mestik," kata Agus Pandu, Senin (22/8).

Selain itu, ujarnya, Lion Grup juga

melayani rute ke Jakarta malam hari, se-

hingga, pihaknya menyiapkan tambahan

jam operasinya. Dengan adanya penam-

bahan rute tersebut, total pergerakan pe-

sawat ke depan menjadi sekitar 70-an,

dari semula 62 pergerakan. 

"Mudah-mudahan trendnya meningkat

terus seiring dengan iklim investasi yang

terus naik, sehingga otomatis pergerakan

orang dan barang juga ikut meningkat,"

ujar Pandu.

Tentang penerbangan internasional,

Agus Pandu Purnama mengatakan, se-

jumlah penerbangan internasional siap

dibuka di YIA. Rute baru mulai dari

Malaysia, Singapura dan Turki akan di-

layani bandara ini. Dalam beberapa wak-

tu terakhir, pihaknya, intens berkomu-

nikasi dengan sejumlah maskapai asing

terkait rencana pembukaan rute baru di

YIA, di antaranya Malaysia Arilines, Air

Asia, Scoot Tiger hingga Turkish Airlines.

Untuk Malaysia Airlines berencana

membuka rute dari Kuala Lumpur-YIA

maupun sebaliknya. Sedangkan Air Asia

dan Scoot Tiger bakal memilih rute dari

Singapura ke YIAdan sebaliknya.

(Rul)-d

JAM OPERASIONAL DIPERPANJANG

YIA Siap Buka Penerbangan Internasional 
YOGYA (KR) - Persiapan Dinas Kebu-

dayaan (Disbud) DIY menghadapi visitasi pe-

nilaian UNESCO di Kawasan Sumbu Filosofi

Yogyakarta sudah final (sudah mencapai 99

persen). Karena posisi Tim Penilai Sumbu

Filosofi dari UNESCO pada Senin (22/8) sudah

berada di Jakarta. Rencananya Selasa (23/8)

hari ini Disbud DIY akan bertemu Tim UN-

ESCO untuk menghadapi penilaian secara lan-

sung selama kurang lebih empat hari ke depan. 

"Kami terus berupaya agar persiapan visitasi

penilaian UNESCO di Kawasan Sumbu Filosofi

bisa maksimal. Kami mencoba maksimalkan

terkait substansi materinya. Juga terkait stake-

holder yang nanti akan menjadi bagian dalam

penilaian. Untuk itu selama 3 bulan terakhir ka-

mi sudah cukup intens berkoordinasi dan

bersinergi dengan teman-teman OPD sampai

ke tingkat RT/RW," kata Kepala Dinas

Kebudayaan atau Kundha Kabudayan DIY

Dian Lakshmi Pratiwi di Yogyakarta, Senin

(22/8).

Dian mengatakan, Disbud DIY memiliki

Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis) Pengelola

Area Nominasi dengan anggota para mantri

dan panewu di area nominasi sampai lurah.

Disbuh DIY juga melakukan kejar sosialisasi di

870 RT di area nominasi. Prinsipnya lebih pada

tahapan-tahapan untuk menuju Yogya lebih

baik. Karena semangat konvensi penilaian UN-

ESCO adalah mencapai arah yang lebih baik.

Jadi yang terpenting DIY sudah siap dengan

rencana pengelolaan ke depan, termasuk ma-

najemen perencanaannya. (Ria)-d

Tim UNESCO Mulai Visitasi
Penilaian Sumbu Filosofi

PERLIS (KR) - Universiti Muhammadiyah

Malaysia (UMAM) menjadi tonggak nilai so-

siohistoris dan nilai penting keserumpunan

untuk mempererat kembali serumpun

Bahasa Melayu, yang juga merupakan induk

dari Bahasa Indonesia. Hal ini menjadi keku-

atan bagi bahasa untuk kawasan dan ba-

hasa global.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP)

Muhammadiyah Haedar Nashir menyam-

paikan hal tersebut dalam International Summit

on Knowledge Advancement (ISKA) di Perlis

Malaysia, Senin (22/8). Hal tersebut disampai-

kan sehubungan pendirian UMAM di negeri

tersebut. Hadir pada kesempatan itu Raja

Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni

Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail.

Selain persoalan Bahasa serumpun, Haedar

mengingatkan, bahwa Indonesia, Malaysia dan

Brunei Darussalam juga terikat dalam unsur

agama. Mengingat ketiga negara ini mayoritas

penduduknya beragama Islam. Bagi tiga ne-

gara tersebut, Islam telah menjadi sumber nilai

utama. "Kita berharap kerja sama ini terus di-

lakukan antarpihak, termasuk Muhammadiyah

dengan Kerajaan Perlis," katanya. 

Meski demikian Haedar juga mendorong

adanya objektifikasi agama, agar Islam sebagai

dinul hadharah dapat membangun dan mem-

bawa kemajuan bagi kedua negara yaitu

Indonesia dan Malaysia. Agama Islam bukan

hanya ditampilkan dalam wujud simbolis sema-

ta, tapi menjadi sumber nilai hidup yang mema-

jukan. (Fsy)-d

Serumpun Melayu, UMAM Jadi Kekuatan Kawasan 
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Saat ini ada sekitar 64 juta pelaku

UMKM tergantung pada BBM subsidi.

Sehingga kenaikan harga BBM dikhawatir-

kan akan  menambah beban biaya produk-

si yang berimplikasi penurunan omzet  dan

pendapatan UMKM.

Jika harga BBM ini akhirnya benar-benar

dinaikkan, maka harus ada beberapa ske-

nario kebijakan  yang dilakukan untuk

membantu agar sektor UMKM.  Semangat

survivalitas dan daya adaptasi sektor

UMKM di dalam menghadapi berbagai tan-

tangan, sudah teruji. Akan tetapi perlu ada

kebijakan-kebijkaan yang mampu membe-

rikan iklim kondusif agar tetap eksis. Ada

beberapa hal yang dapat dilakukan.  

Pertama, mengembangkan jaring

pengaman sosial bagi pelaku UMKM. Hal

ini bisa dilakukan dengan pemberian insen-

tif maupun subsidi bagi pelaku UMKM khu-

susnya usaha mikro dan kecil. Subsidi bisa

berupa subsidi  BBM maupun Bantuan

Langsung Tunai (BLT). Agar tepat sasaran,

maka database UMKM harus benan-benar

valid dan update. Pengalaman pemberian

BLT UMKM pada saat pandemi kemarin

seharusnya dapat memberikan pelajaran.  

Keringanan biaya perizinan, pajak dan

sebagainya dapat diberikan untuk sektor

ini.  Dalam jangka panjang, mengingat fluk-

tuasi dan volatilitas ekonomi yang tidak

menentu, maka format jaring pengaman

sosial untuk UMKM perlu  dibuat konsep

yang jelas  dan berkelanjutan, tidak instan

dan bak �pemadam kebakaran�. Di level

komunitas pelaku UMKM, banyak model-

model jaring pengaman sosial tradisional.

Dengan potensi inilah, penting mendorong

model jaring pengaman sosial yang  bisa

menjadi katup pengaman ketika muncul

goncangan-goncangan ekonomi yang

berdampak pada UMKM. 

Kedua, kenaikan harga BBM dipredik-

sikan akan memicu terjadinya penurunan

daya beli masyarakat. Maka perlu ada ke-

bijakan-kebijakan yang mampu mendo-

rong serapan pasar produk-produk UMKM.

Dalam konteks ini, Gerakan Bela-Beli

Produk UMKM harus diperkuat. Dana

APBN/APBD dapat dialokasikan untuk

memperkuat penyerapan produk-produk

UMKM untuk kebutuhan pengadaan

barang dan jasa  (konsumsi, konveksi dan

berbagai peralatan/perlengkapan kantor)

sehingga pangsa pasar dari sektor UMKM

dapat terjaga. 

Pemerintah sebenarnya sudah mendo-

rong kebijakan afirmasi  dengan adanya

aturan bahwa 40% belanja pengadaan

barang/jasa pemerintah berasal dari

UMKM. Sedang 30% infrastruktur publik

untuk tempat pengembangan usaha dan

pemasaran UMKM. Kebijakan inilah yang

harus dikawal.  

Selama ini banyak market place/e com-

merce yang diinisiasi pemerintah dan ko-

munitas kurang teroptimalkan dengan baik.

Optimalisasi ekosistem digital  diharapkan

akan mampu membantu akses pasar

UMKM lebih optimal. Sehingga pangsa

pasar tidak hanya diserap di sektor do-

mestik akan tetapi dapat menembus inter-

nasional. Survey terhadap industri mikro

dan kecil selama ini menyebutkan bahwa

sekitar 60% pelaku usaha mikro hanya

melayani pasar kabupaten/kota. 

Ketiga,pemerintah diharapkan akan da-

pat memberikan informasi yang jelas  me-

ngenai kapan kebijakan   akan dilakukan.

Hal ini penting agar sektor UMKM bisa

bersiap diri menghadapi kebijakan terse-

but. Ada banyak strategi yang selama ini di-

lakukan untuk survive ketika menghadapi

kenaikan harga BBM. Seperti efisiensi pro-

duksi, diversifikasi produk dan memperkuat

jejaring dan modal sosial di antara pelaku

UMKM. 

Beberapa strategi tersebut perlu dipersi-

apkan dengan baik. Sehingga  kenaikan

harga BBM tidak akan berdampak fatal ba-

gi UMKM. Dengan jumlah sekitar 99,8%,

maka sektor ini lah yang akan mendapat-

kan dampak terberat terjadinya volatilitas

ekonomi. (Penulis adalah Dosen Pem-

bangunan Sosial dan Kesejahteraan

(PSdK) Fisipol UGM)-d
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(Ditjen AHU) Kemenkumham telah

menyediakan layanan partai politik yang

dapat diakses di laman ahu.go.id. Posisi

Kemenkumham dalam kontestasi politik

adalah memfasilitasi pendaftaran

pendirian badan hukum, serta peruba-

han kepengurusan partai politik," jelas-

nya.

Kegiatan dengan tema 'Peningkatan

Kualitas Layanan Partai Politik Berbadan

Hukum Guna Mendukung Prinsip Dasar

Demokrasi' ini diikuti 50 peserta dari

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

(Kesbangpol) DIY, Komisi Pemilihan

Umum (KPU) DIY, Badan Pengawas

Pemilu (Bawaslu) DIY, akademisi, maha-

siswa, hingga masyarakat umum. 

Acara ini menghadirkan narasumber

Analis Hukum Ahli Pertama Direktorat

Tata Negara Ditjen AHU Tihara Sito

Sekar Vetri, Komisioner KPU DIY M

Zaenuri Ikhsan, Kepala Bidang Politik

Dalam Negeri Badan Kesbangpol DIY

Slamet, dan akademisi Universitas

Gadjah Mada Andy Omara PhD. 

"Peraturan Menkumham No 34/2017

telah mengatur secara jelas mekanisme

dan tata cara permohonan pendaftaran

partai politik secara elektronik. Salah

satu dokumen persyaratan pendaftaran

adanya Surat Keterangan Terdaftar

(SKT) dari Kakanwil Kemenkumham,"

tegas Imam. (Vin)-d
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Dari hasil penyelidikan, ganja diperoleh

HP dari Medan, sehingga polisi bergerak

ke lokasi dan menangkap tersangka ES

pada 8 Agustus. "Tersangka ES di-

tangkap saat hendak mengirim ganja se-

berat 150 gram di sebuah kantor ekspe-

disi di Medan. Saat dimintai keterangan,

ES mengaku diperintah  tersangka AA

yang kemudian kami amankan," pa-

parnya.

Tersangka AA, mengaku mendapatkan

barang haram itu dari tersangka berinisial

US. Tidak mau buruannya lepas, petugas

lantas menangkap US di hari yang sama

dengan barang bukti 610 gram. Dari kete-

rangan US, diketahui, ganja didapatkan

dari daerah Gayo Lues Aceh. Tim selan-

jutnya bergerak dan menemukan ladang

ganja seluas 7 hektare setelah berjalan

selama 10 jam lamanya. 

Pohon ganja diperkirakan 7.000

batang dengan tinggi 1,5 meter hingga 2

meter. "Dengan asumsi 10 batang po-

hon seberat 1 kilogram, berarti ganja

yang kami temukan seberat 7 ton. Kami

menduga, jaringan kasus ini dengan

temuan ladang ganja yang kita ungkap

sebelumnya, muaranya satu. Saat ini

masih terus kami lakukan pengembang-

an," tandasnya.

Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol

Yuliyanto SIK menambahkan, komitmen

Polda DIY memberantas peredaran

gelap narkoba, tidak main-main. Dengan

komitmen tersebut, ia berharap orangtua

yang anaknya sedang mengenyam pen-

didikan di Yogya, tidak khawatir. 

"Kami berkomitmen memberikan per-

lindungan kepada anak-anak dari gang-

guan narkoba, salah satunya dengan

penindakan tegas kepada para pelaku,"

pungkasnya. (Ayu)-d

KR-Devid Permana

Para calon wisudawan mengikuti pembekalan.

Namun, Mahfud melanjutkan, sikap

anggota DPR perlahan diam ketika kasus

yang menjerat mantan Kadiv Propam Polri

Irjen Ferdy Sambo itu sudah mulai mem-

anas.

Terlebih, kata Mahfud, ketika kasus

tersebut kemudian mulai mengarah kepa-

da penetapan tersangkanya.

Menurut Mahfud, seharusnya DPR

terus bersikap lantang berbicara mendo-

rong agar kasus pembunuhan Brigadir J

tersebut dapat diungkap ke publik.

"Saya bilang DPR awal-awalnya me-

mang ramai sekira tiga hari berturut-turut.

Trimedya keras muncul di TV bahwa ka-

sus Brigadir J harus dibuka," kata Mahfud

dalam rapat bersama Komisi III DPR di

Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,

Senin (22/8).

"Tetapi, ketika sudah memanas, sudah

menuju ke ini (tersangka) kok tidak ada

suara dari sini (DPR). Mana nih kok DPR

diam? Harusnya ikut bersama saya men-

dorong mengungkap kasus ini."

Mahfud menambahkan bahwa hukum

merupakan produk politik. Karenanya, ia ti-

dak bisa jalan sendiri kalau tidak ada tin-

dakan politik yang mendorongnya.

"Hukum itu kan produk politik, tidak bisa

hukum jalan sendiri kalau tidak ada

suasana politik yang mendorongnya. Pro

Justicia-nya kita dorong dari gerakan-ge-

rakan politik," ucap Mahfud.

Mahfud lantas mencontohkan ketika

DPR lantang berbicara mengenai kasus

Brotoseno yang kembali menjadi polisi

setelah dipenjara karena tersangkut kasus

korupsi.

"Kasus Brotoseno itu kan berhasil kare-

na DPR yang ngomong. Brotoseno di pen-

jara tiba-tiba jadi polisi lagi," ujar Mahfud.

"Menurut undang-undang tidak boleh.

Ribut orang, lalu DPR ngomong. Setelah

itu, Kapolri bergerak bersama Kompolnas,

pecah telurnya," jelasnya.                 (Sim)-d
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